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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan sebelumnya maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Kepolisisan Daerah Istimewa 

Yogyakarta telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi salah tangkap. 

Upaya-upaya tersebut diantaranya dilakukan  melalui gelar perkara dengan tujuan 

untuk  mencari serta mengumpulkan bukti atau membuat terang tentang indikasi 

tindak pidana guna menentukan tersangka yang tujuan akhirnya adalah untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan yang akan dilakukan 

serta tindak  lanjut dari perkara tersebut. Melalui gelar perkara ini diharapkan polisi 

tidak  salah dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana, sehingga fenomena 

salah tangkap tidak akan terjadi.   

Selain upaya tersebut diatas, yang paling penting juga adalah Kepolisian 

mengedepankan prinsip demokrasi dan Hak asasi Manusia, mengefektifkan komisi 

etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri,  mengedepankan fungsi kontrol 

dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang,  sosialisasi 

revolusi mental, peningkatan Sumber Daya Manusia Polri, peningkatan 

profesionalisme kerja anggota Polri.  
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis adalah pihak 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan evaluasi bertahap 

terhadap setiap perkembangan penanganan perkara, agar bisa menghindari  

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian . Selain itu juga fungsi propam 

dalam menegakan kode etik Polri harus betul-betul ditingkatkan. Propam harus 

menggunakan sistem jemput bola dalam mengawasi tindakan Polri terhadap  setiap 

penanganan perkara. Hal yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah 

mengenai sanksi yang diterapkan terhadap Polisi yang melakukan tindakan salah 

tangka adalah harus dibenar-benar ditegakan. 
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